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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

DAN BANGUNAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bzhwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 teritang Pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 78, Tanibahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diutah
dengan Undang-Undang Nomor 1] Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 179, Tambahan lembaran Negara Nomor 3966 ) ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 17 Takun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43535) ;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Newira
Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomaor
5049 :

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 199§ tentang Peraturan Jabatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746):

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teniang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan | embaran
Negara Nomor 4578}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pednman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta
Penyampaiannya ;

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas — Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4)

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17).

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTIM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

BARB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

i, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB.

2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pripadi atau badan.
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Hak atas Tanah dan/at:u Bangunan adalah hak atas tanah, terkamasuk hak pengelolaan, beserta bangunan
di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yavasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termasiik kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pejabal Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan
Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai
Kepulauan,

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pcjabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kefja SKPD. )

Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah Pihak Ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang
darn wajib pajak.

Dokumen Terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yvang menyatakan telah
terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat
perjanjian, dokumen jual beli, surat hiban, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum,

Surat Setoran Pajak untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang oleh wajib
paiak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat
lzin yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan,

Akia Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak
atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak,
pencntuan besammya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta
Pelgawasan penyelorannya.

BAB 11
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan

dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan
Bangunan,

Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

& Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ;
b. Prosedur pembayaran BPHTE - ¥
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¢. Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) ;
. Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ;
¢. Prosedur Pelaporan BPHTB ;

Prosedur Penagihan ;
2. Prosedur Pengurangan ;
Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan sekaligus perhitungan besar BPHTB terutang wajib pajak ;
Prosedur Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pembayaran
pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB ;
Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ adalah prosedur verifikasi yang dilakukan SKPD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD
BPHTB dan dokumen pendukungnya ;
Prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat(2) huruf d adalah prosedur:pendaftaran Akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan Penerbitan
Akta oleh PPAT ,
Prosedur Pelaporan BPHTB sebagaimana cimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan
realisasi penerimaan BPHTB dan Akta Pemindahan Hak ;
Prosedur Penetapan Surat Tagihan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/ Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB,
SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Asset (DPPKA);
Prosedur Penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah
prosedur Penetapan Persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh wajib
pajak.

Pazal 3
Untuk melaksanakan Sistern dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPPKA melaksanakan
fungsi :
a. Fungsi Pelayanan ;
b. Fungsi Data dan Informasi ;
¢. Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.
Fungsi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib
pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses
pengurangan BPHTB.
Fungsi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola Data
Base terkait objek pajak.
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ bertugas untuk
menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak lain-lain yang

ditunjuk.
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BABIDT
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
Bagian Pertama
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atan Bangunan
Pasal 4

Waijib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundang-
Pejab

undangan,
at Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas obj

ek pajak yang haknya
dialihkan,

Pasal 5
Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTR

yang disiapkan oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atay Bangunan adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTRB

Pasal 6
Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB

terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau Tempat
Lain yang ditunjuk atau Bendahara Penerima pada DPPKA.

Tata Cara Pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Il yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7
Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

4. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPL BPHTB ; dan

b.  Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

Jika diperlukan, penelitian sebugaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksanaan di
lapangan,

Tata Cara Penelitian SSPD BPHTRB oleh wajib pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1]
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8
Wajib Pajak melakukan Pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan hak atas tanah kepada
Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

DPPKA dapat melakukan kerja sama dengan Kepala Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka Pendaftaran
Pemindahan Hak.

Tata Cara Pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9
Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan,

Pelaporan BPHTB bertujuan untuk meémberikan informasi tentang Realisasi Penerimaan BPHTB sebagai
bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 10
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank
dan/atuu Bendahara Penerima danfatau PPAT
Funusi Pembukuan dan Pelaporan mencrima laporan penerimaan BPHTB dari Bank vang ditupjuk /
Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepulun) bulan berikutnya.
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan Pembuatan Akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Tata Cara Pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11
Prosedur Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh wajib Pajak.
Prosedur Penagihan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Penetapan Surat Tagihan
Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.
STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau
Surat Paksa jika diperlukan.

Tata Cara Pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12
Pengurangan BPHTB diajukan oleh wajib pajak dan disampikan kepada fungsi pelayanan untuk diteliti.



Fengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
beriaku.

Tata Cara Pengurangan BPHTB adalah sebageimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FASILITASI

Pasal 13
) Kepala DPPKA melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempummakan
lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undungan, melaksanakan sosialisasi, supervise dan

bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatanya
Berita Dacrah kabupaten Banggai Kepulauan,

Ditetapkan di  Salakan
Pada tanggal 24 AGUSTVS 2012

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

gkan di Salakan
tangeal 27 AGUSTUS 2012

ARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN,

N

SUDIRMAN SALOTAN

A DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
JAHUN 2012 NOMOR ..2.3......




| Lampiran 1]

FROSEDUR PENGURUSAN AKTA
PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan proses
pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan
vang dilakukan oleh wajib pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat
Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang menyiapkan form.
SSPD BPHTB dan draft. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan
dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaaan dilakukan dengan
mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor Bidang Pertanahan,

5. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas tanah dan/atau
bangunan yang diperolehnya, Dalam prosedur ini wajib pajak menyiapkan dan menyerahkan
dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan Levangan daerah, yang secara
organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset (DPPKA). Dalam
prosedur ini, DPPKA berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD-BPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang membantu wajib pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan
menyiapkan SSPD-BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah Camat atau Notaris. Dalam
Prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk :
- Memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan;
Menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

4. Kepala Kantor Bidang Pertanahan

Merupakan pihak yang mengelola dara base pertanahan di wilayah wewenangnya. Dalam
prosedur ini, Kepala Kantor Bidang Pertanahan inenyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait
pemeriksaaan objek pajak.
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FROSEDUR PENGURUSAN AKTA
PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

4. GAMBARAN UMUM

Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan proses
pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan
yang dilakukan oleh wajib pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat
Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang menyiapkan form.
SSPD BPHTB dan draft. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan
dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan, Pemeriksaaan dilakukan dengan
mengeeek dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

8. PIHAK TERKAIT
I.  Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak vang memiliki kewajiban membayar SPHTB atas hak atas tanah dan/atau
bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini wajib pajak menyiapkan dan menverahkan
dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Satuan Kerja Pengelola Kenangan Daerah (SKPKD)
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang secara
organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset (DPPKA). Dalam
prosedur ini, DPPKA berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD-BPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang membantu wajib pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan
menytapkan SSPD-BPHTB. Pibak yang dapat menjadi PPAT ialah Camat atau Notaris, Dalam
Prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk :
Memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan:
- Menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

4. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
Merupakan pihak yang mengelola data base pertanahan di wilayah wewenangnya. Dalam
prosedur ini, Ke]::aia Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait
pemeriksaaan objek pajak.




-. LANGKAH-LANGKAH TEHNIS

Langkah 1

Wajib pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan dokumen
pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini
menyatakan bahwa telah tefjadi penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan antara kedua belah
pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan
Lin-lain yang pada dasarnya menyatakan telah tefjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah
dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak mernyerahkan permohonan pengurusan akta kepada
FPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen
pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa
kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah
tengkap, PPAT kemudian mengajukan permchonan pemeriksaaan data objek pajak kepada Kepala
Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 3

Afas permintaan PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan
FPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan
data objek pajak kepada PPAT.

Langkah 4

PPAT menerima data objek pajak kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT kemudian
memenksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dan Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika
diperiukan, PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.

Langkah 5

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini
merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum
ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

Langkah 6

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTD (SSPD-BFHTB) dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset,




Langkah 7

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka PPAT menghitung
nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke
dalam formulir SSPD-BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu
menandatangani SSPD-BPHTB. SSPD-BPHTB merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain
vang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. SSPD-BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut

# Lembar |:

Untuk Wajib Pajak
» Lembar 2:

Untuk PPAT sebagai arsip
# Lembar 3:

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran Permohonan Pendaftaran
» Lembar 4: )

Untuk fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD-BPHTB
> Lembar 5:

Untuk Bank yang ditunjuk / Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
» Lembar 6:

Untuk Bank yang ditunjuk / Bendahara Penerimaan sebagal laporan kepada Fungsi
Pembukuan/Pelaporan.

Langkah 8
PPAT menyerahkan SSPD-BPH I'B yang telah diisi kepada wajib pajak.
Langlah 9

Wajib Pajak menerima SSPD-BPHTB yang telah diisi dari PPAT.
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CONTOH PETUNJUK PENGISIAN SSFD-BPHTE

Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Pajak sebagai bukd pembayaran;
Lembar Kedua diterima PPAT, Lembar Ketiga diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan: Lembar Keempat

diterima Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak; Lembar Kelima diterima Bank yang ditunjuk; dan Lembar
Keenam diterima Bendahara Penerimaan.

Isilzh SSPD-BPHTB ini dengan huruf cetak capital atau diketik,
*  Gunakan satu SSPD-BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

*  Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran
penghitungan Wajib Pajak.

Cara Pengisian :

Dinas Pendapatan Daerah, diisi
Kepulauan.

HURUF A : Diisi dengan data WP

dengan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai

Angka 1 s.d angka 8 cukup jelas
HURUFB : Diisi dengan data dan Jenis perolehan hak atas ranah dan/atau bangunan.

Anghka | diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBE
atau tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan.

Angka 2 s5.d angka 6 diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.

Angka 7 s.d angka 13  merupakan tabel untuk menghitung NJOP PBB atas tanah dan/atav
bangunan yang haknya diperoleh pada kolom angka 9 dan 10 agar
disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan. Dalam hal NJOF
FBB belum ditetapkan/ belum ada SPPT PBB, angka 9 dan 10 diis:
berdasarkan Surat Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pelayanan PBB / KPP-Pratama yang wilayah kerjanya meliput:
letak tanah dan bangunan atas permohonan WP,

Angha 14 diisi dengan Harga Transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum
dalam risalah lelang/nilai pasar objek tersebur,
Angha 15 diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai
berikut :
Jenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode
Pemindahan Hak : - Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hokum yang tetap 09
Jual Beli 01 - Penggabungan Usaha 10
Tukar Menukar 02 - Peleburan Usaha 11
Hibah 03 - Pemekaran Usaha 12
Hibah Wasiat 04 - Hadiah 13
Waris 05 - Perolehan Hak Rumah Sederhana, Sehat dan
Pemasukan dalam Perseroan/badan RSS melalui KPR bersubsidi *) 14
hukum lainnya 06 - Pemberian Hak Baru 15
Pemisahan hak yang mengakibatkan - Pemberian hak baru sebagai kelanjutan
peralihan 07 pelepasan hak 16
- Penunjukan pemberi dalam lelang 08 - Pemberian hak baru diluar pelapasan hak 17

*) dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs.Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan
Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah
susun sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan, Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang

pembangunanya mengacu pada Peraturn Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang
Persyaratan Tekhnis Pembangunan Rumah Susun.

Angka 16 diisi dengan Nomor Sertifikat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan.




HURUF C :

HURUF D

Diisi dengan penghitungan BPHTB oleh WP.

Dalam hal SSPD-BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD BPHTB/SKPDB Kurang
Bayar Tambahan sebagaimana huruf D.b atay berdasarkan huruf D.d maka huruf C tidak perlu diisi

Angka I Nilai Peroleha Objek Pajak (NPOP) diisi dengan mempertimbangkan NJOP PBB dan
harga transaksi/nilai pasar objek pajak. Dalam hal harga transaksi/Nilai Pasar Objek

Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB gunakan NJOP PBB sebagai
dasar perhitungan.

Angka 2 Diisi sesuai dengan besamya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
yang ditetakan Kepala Daerah.

Angka 3 Cukup jelas

Angka 4  Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPTKP (Angka.3) dengan tariff pajak sebesar 5%
(sesuai Pasal..... Perda No, .... Tahun |

Diisi dengan memberi tanda “X" pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan
setoran pajak.

Hurufa  Jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C

Huruf b Jika setoran dilakukan tida menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD-BPHTB), Surat Ketetapan Fajak Daerah BPHT3
Kurang Bayar (SKPDB Kurang Bayar), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTR
Kurang Bayar Tambahan (SKPDB Kurang Bayar Tambahan).

Hurufc  Jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumiah yang

seharusnya ada di huruf C, diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Hurufd  Jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d seperti
setoran berdasarkan SKPDB Pembetulan/SKPDB Keberatas/Putusan Banding/Putusan

lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera di
HURUF C.

SAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HUR.UF C4 dan Pilihan pada HURUD D.

v
v

¥

7

Jika D-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4

Jika D-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di D-b,

Jika D~ dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4 dikalikan dengan prosentase yang
dinyakatan di D-c.

Jika D-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di D-d.

Mﬁmﬂm&mmnawrmm;mw@mmnmw

Camatap

Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD-BPHTB
dengan memberikan keterangan “NIHIL" pada bagian JUMLAH SETORAN.

SSPD-BPHTB Nihil cukup diketahui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah
disediakan (WP tidak perlu ke Bank yang ditunjuk/Bendahara penerimaan).

Spesifikasi teknis: pencesakan formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTE rangkap 6 {enam) menggunakan kertas tipis

carbonized warna putih dengan ukuran folio (21,5 x 33 cm).
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Ditetapkan di  Salakan
Pada tanggal 24 AGUSTVS 2012
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| Lampiran I |

FROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB GLEH PENERIMA HAK
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A GAMBARAN UMUM

Prosedur Pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan merupakan proses
pembayaran yang dilakukan wajib pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk /
Bendahara Penerimaan.

Dalam prosedur ini wajib pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan melakukan

penyeloran ke rekening kas daerah melalui Bank yang ditunjuk atau secara tunai melalui Bendahara
Penenimaan.

5. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan,

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan SSPD-BPHTB sebagai dasar bagi wajib pajak dalam
membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan perhitungannya,

3. Bank yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dan wajib pajak. Dalam
Prosedur ini Bank yang Iiitunjuk / Bendahara Penerimaan berwenang untuk :
Menerima pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak;
- Memeriksa kelengkapan pengisian SSPD-5PHTB:
- Mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/kurang;
- Menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
- Mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

. LANGKAH-LANGKAH TEHNIS

Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, wajib pajak akan menerima SSPD BPHTB yang telah diisi. Surat
Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala
Dacrah dan sekaligus untuk melaporkan data perolchan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat
Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut

» Lembar 1:°

Untuk Wajib Pajak
» Lembar 2:

Untuk PPAT sebagai arsip
> Lembar 3;

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran Permohonan Pendaftaran



* Lembar 4:

Untuk fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD-BPHTB
Lembar 5:

Untuk Bank yang ditunjuk / Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
Lembar 6:

Untuk Bank yang ditunjuk / Bendaharz Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi
Pembukuan/Pelaporan,

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, wajib pajak dan PPAT menandatangani SSPD BPHTB
tersebut.

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan. Pada
saat bersamaan, wajib pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang
Bendahara Penerimaan,

v

"f

melalui Bank yang Ditunjuk /

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran

BPHTB terutang dari wajib pajak. Bank yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan kemudian memeriksa
kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesnaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang
pembayaran yang diterima dari wajib pajak.

Langkah 4

Bank yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 5 dan §
disimpan sedangkan lembar | s.d 4 dikembalikan ke wajib pajak

Langkah 5

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTE lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjuk / Bendahara

Panerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikuinya, yaitu permohonan penelitian SSPD)
BPHTB ke Fungsi Pelayanan dj DPPKA.




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PD - BPHTB tgmbar 5
BERFUNGSISEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, Bendshara Panerimesn
‘ PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBEB)

=NOAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

fworsa [TTTITT [TTIITTIT]

l._lI L

= V&b Pajak
mr=nTesa 5 RTRwW 6. Kecamatan
B=nota . 8. Kode Pos - -
B [0 M 0D MO 0O o O
SIS dan atau bangunian ; SR
Fary e 4, RTIRW .
| §. Kabupaten/ota :
= "JOP PBB
Luas .  NJOPPBB/m? ; : ]
i -
Uraian { Diig joms m e atey Illljwm yarg ;wm.-:mmflty?m Luas x NJOP PBB /m
i) 7 : mi|g mt( 11 Rp. I—mT-
= 8 m? | 10 m? [ 12| Rp. [t ]
NJOPPBB: | 13)Rp. [Smireger]

s==i=nan hak atas tanah dan atay bangunan : I:[] 15, Harga transaksiMilai pasar, | Rp.
I Sertikat

AN BPHTB( Hanya dilsi bardasarkan penghitungan Wagh Pajak )

iehs ﬂbiakPaiak:HPGFJmmmrﬂaim B.13danB 14 1| Rp
_==ehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2| Rp
Ssizhan Objek PejakKena Pajak (NPOPKP) angk 1-angke2 | 3| B> po,
%an HakAtas Tansh dan Bangunan yang tenvtang S%xangka3 | 4 | B pp -
=n berdasarkan ;
Penghitungan Waib Pajak
. STPDBPHTB/SKPDB KURANG BAYAR
SHFDE KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomer, Tanggal;
Sengurangan dhitung sendi menjadi ; I Fﬂ. berdasarken Peraturan KDH NO; ...
NG DISETOR (dengan angka); / {dengan hund): 7
mparhiungan C4 dan pitihan o D / /
.................. MENGETAHUI : DITERIMA OLEH: Telah Diverifikasi
i X FPAT/ NOTARIS, TEMPAT PEMBAYARAN EPHTE DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

Tanggel; oo, KEUANGAN ASET DAERAH




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

( SSPD - BPHTB)

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Lembar 6

BERFUNGSI SEBAGA! SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

= "ENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Uniuk Bank yang ditunjuk
/Rendahara

=== Wajib Pajak 4 |

0

e y 1 I |
E ==mat Wajib Pajak
MeiorzhanDesa 5. RTRW : 6. Kecamatan :
Shepaten/Kota 8. Kode Pos -
e ok Pajak (NOP) PBB C1] | B ) I T 5
====Snat dan atau bangunan ; —
Smraravless 4. RTIRW :
= 6. Kabupaten/Kota |
=mecan NJOPPES .
Luas NJOP PBB/m? .
Uraian {ﬁmmum;fumw yarg .‘Dﬁhwsmﬁuﬁim Luas x NJOP PBB / m? I
e o) 7 m | g m? {11 Rp. [Cogairangms |
Srgrar 8 m? (10 m? | 12| Rp, ]
——— .
NJOPPBB: | 13|Rp. T ,;:{
) —
SSSerTienan hak atas tanah dan atau bangunai - El:] 15, Harga transaksiiNilai pasar; Rp.
e Sertfiiet

s

e BPHTB[HmﬁisEbardasmanpmmimganWﬁh?ﬁak}

1 h?!ﬂ&mﬂbjek?aﬁak{ﬂmjmmmﬂmrﬂaﬁm BE13danB.14 1] Rp o]
. & Pemmienan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2| Rp
W= Persienan Objek Pajak Kena Pajak {NFOPKPR) angka f-angka2 | 3| B Rp.
e Tarmiers HakAtas Tanah dan Bangunan yang terutang S%xangkad | 4 | B~ Ry, 2 A
Sstoran berdasarion
L= Fanghitungan Wajib Pajak
- = ETPOEPHTB/SKPDB KURANG BAYAR /
__ SKPDBKURANG BAYAR TAMBAHAN Y - Nomer, Tanggal.
1. Feagurangan dhitung sendiri menjadi : L | ]w bercasarkan Peraturan KDH Mo, ... ... ... .
*EANG DISETOR (dengan angha); : (dengan hund),
/ /
am perhifungan C4 dan pilihan di D / 7
L — MENGETAHUI - DITERIMA OLEH : Telah Diverifikasi
: PENYETOR, ' PPAT / NOTARIS, TEMPAT PEMBAYARAN BPHTE DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal; ..o

KEUANGAN ASET DAERAH
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iran 111 |

USEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN
AK DAERAH - BPHTB {SSPD-BPHTBJ
_.__________._______—-—-_________________-—-—-________________

GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian SSPD-BPHTB merupakan proses verifikas; kelengkapan dokumep dan
®=Senaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTEB., Prosedur ini dilakukan
s==i2h wajib pajak melakukan pembayaran BPHTE terutang dengan menggunakan SSPD-BPHTR
==Dlui Bank yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan, Penelitian SSPD-BPHTB dilakukan oleh.

FIHAK TERKAIT
£ Wajib Pajak selaky Penerima Halk

Merupakan pihak yang mengajukan permohonag Penelitian kepada Fungsi Pelayanan atas §§ PD-
SPHTB yang telah dibayarkan,

pu

Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang tercantum dalam
SSPD-BPHTB. Fungsi Pelayanan berwenang dan bertugas untuk -

- Meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data dan Informas;:

= Memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum
dalam SSPD-BPHTB: dan

- Menandatangani SSPD-BPHTB yang telah diverifikas;.

SSPD-BPHTB. Dokumen Pendukung terdiri atas -

-~ SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerap (NTPD) / SSPD-BPHTR
disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);

- Fotocopy identitas Wajib Pajak (dapat berupa KTFKSMKPaspor};

©  SuratKuasa dari viaijib pajak (dalam hal dikuasakan);

- Fotocopy Kartu Keluarga atauy Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam haj Transaks;
Wars:

Fotocopy Identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam ha] dikuasakan);
= Fotocopy Kartu NPWP;
= Dokumen pendukung lain yang diperlukan,



Wajib Pajak mengisi formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTE, Wajib Pajak kemud
menyerahkan formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTE (lembar 4), ¢
dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTB (lemt
%), dan dokumen pendukung dari wajib pajak. Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan perminta
data terkait objek pajak berdasarkan formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB yang diterin

Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyarmpaikan Form Pengajuan Data kepada Fun,
Pengolahan Data dan Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi Pelayanan. Fun;
Pengolahan Data & Informasi menarik data yang dibutuhkan dari system database objek pajak. Fun;
Pengolahan Data & Informasi kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengaju.

Data. Fungsi Pengolahan Data & Informasi lalu menyerahkan kembalj data Form Pengajuan Da
kepada Fungsi Pelayanan,

Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak dari Fung
Pengolahan Data & Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa kebenaran data ya
fercantum dalam SSPD BPHTB dan Dokumen Pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objs
pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Dalam kondisi tertentu, DPPKA berhak melakuk:

penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitiz
“=pangan akan diatur tersendiri.

Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan dokume
pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4
Fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan lal
menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1,2, dan 3) kepada wajib pajak.

Langkah 6
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTR (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi Pelayanan.



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGLINAN.

( SSPD - BPHTB )

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Cembar 4
Mmm penelitian

“=NDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAR

== Wajib Pajak 4' |I

=i : ) !
S=at Wajib Pajak

surshan/Desa

S=tuseten/Kota

Wemor Oijek Pajak (NOP) PEB :

==anah dan atau bangunan ;
2 'l-__ ".RTM:
mgeas 6. Kabupatan/Kota :
g MJOP PEB -
Luas NJOP PBB / m?
g = . 3
Uraian rﬂ-ramr;mwmmam;pmnw { Cixi Mﬂﬂmhﬂwﬂ Luas x NICPPBB /m
== H me - m? | 11| Rp. Cowiiapai |
: ol o i id b [omtiagi
. NJOPPBB: |13 Rp. s
an hak atas tanah dan atau bangunan ; D] 15, Harga transaksi/Nilai pasar.
mor Sirtfikat ;
aphm{ﬁmﬁ_hmwwmm;
an Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilsi pada B, 13 dan B. 14 1| = Rp
sz mmeEmaPﬂ;&[HFﬂFTHF} 2| P Rp
Ferdizhan Objék Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angke 1-angka2 | 3 | B> Rp.
siafian Hak Atas Tansh dan Bangunan yang tervtang S%xangkad | 4 B Ry, ;
2n berdasarken ;
i = Penghitungan Wafib Pajak
= STPDEPHTB/SKPDE KURANG BAYAR
SKFDE KURANG BAYAR TAMBAHAN " Nomor, Tanggat:
= Pengurangan dihitung sendii menjad : ED% berdasaricr, Peraturan KDH No; oo

| S

JANG DISETOR (denigan angis): y (dengan hund) -
e perhitungan C4 dan pithan o D / 7
MENGETAHU: DITERIMA OLEM: Teiah Diverifias|
* PPATINOTARIS, TEMPAT PEMBAYARAN BRHTE DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tangoal .vvriiiiannn,

KEUANGAN ASET DAERAH




PR e ]

FORMULIR PERMOHONAN PEMELITIAN SSPD-BPHTB

: 1 (saty) Set
: Penyampaian SSPO-BPHTB uniuk ditelit

| =endacaian, Pﬁm Kﬁjmgm dan Assal
+ Banggal Kepulauen

=nda tangan di bawsah ini

w5t Paak -
fII—IL[IIIIIILIIIII||||

= & menyampaikan SSPO-BPHTB unluk diteliti atas Perolehan Hak atas Tanah danfatau Bangunan
bl a

100 e s s o e o s O s o i s s

W dokumen sebagai berikut ;
=T E mmﬂumﬂmaimimbwmmmwssmﬂﬁﬂa disertal Bukti
=an Daerah (BPD) *)
0 SPPT atau STTS / Stk ATM Bukti Pembayaran PEE / Bukti Pembayaran PBB
AT dari Wajib Pajak **)
# Zentitas Kuasa Wajib Pajak *)
D Harty NPWP

Ss=mpaikan untuk dapal dilakukan Peneliian SSP0-BPHTE.

.20
coret yang lidak pery Wajib Pajak | Kuasa Wajb Paiak *)
dalam hal dikuasakan :

PENELITIAN
i mmmmms&mammﬂmmemm.mwmm

B Paiak yang tercantum da'am SSPD-BPHTB telah sesuai
=12 tenutang yang tercantum damal SSPD-BPHTB lelah sesuai
.mmmmammuwmwmmm

Fungsi Pelayanan

1 - ' .




DATA OBJEK PAJAK

= ﬂaﬂ!gandabi.rluhkmdalmmpenaﬂim SSP0-BPHTB, yailu :

1] OO0 OO0 COreey B
1 Berjalan ;
b
‘"
FE"5"““‘:’“1f|_.f_|LJ_II|I1LIILII—IIII|'iII
- /. RTIRW 3
9. Kabupaten
Luas NJOP PBB/m’

(Diisi luas tanah dan/atau bangunan (Diisi berdasarkan SPPT PEB tahun Luas x NJOP PBB/m’

yang haknya diperoleh) terjadinya perolehan haktshun......)
7 m g 11 |rp.
g i {10 12 |Rp.
HNJOP PEB 13 |Rp.

7 Zapal berguna dalam proses peneliian SSPD-BPHTE. Tenma kasih.

Fungsi Pengolahan Data &
Informasi
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Ditetapkan di  Salakan
Pada tanggsl 24 AGUSTLS 2012

BUPATI BANGGAI KERYLAUAN




SIDANG PERTANAHAN

GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak kepemilikan tanah.
Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kepala Kantor Bidang
Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran akta pemindahan

hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak menyerahkan dokumen-dokumen tersebut
kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah ke Kepala
Kantor Bidang Pertanahan, PPAT berwenang dan bertugas untuk -
- Mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah: dan
- Menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
yang telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
Merupakan pihak vang memiliki dafar kepemilikan hak tanah di wilayah wewenangnya. Dalam
prosedur ini Kepala Kantor Bidang Pertanahan berwenang dan bertugas untuk

Memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah; dan
- Memperbaharui daftar kepemilikan tanah.

LANGKAH-LANGKAH TEHNIS
Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima SSPD-BPHTB
Lembar 2 dan 3, Sedangkan, wajib pajak memperoleh bukti penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas
pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib pajak lalu menyerahkan

SSPD-BPHTB lembar 2 dan lembar 3, serta bukti penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Langkah 2

FPAT menerima SSPD-BPHTB lembar 2 dan lembar 3, serta bukti penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat
(2) dari wajib pajak. PPAT kemudian menyiapkan Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan, PPAT mengarsip SSPD-BPHTB lembar 2.




Langkah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan menyerahkan Draft Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, SSPD)-BPHTB lembar 3, serta Bukti Penerimaan
SSP PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 4

Kepala Kantor Bidang Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran perolehan/peralihan
hak atas tanah. Kepala Kantor Bidang Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan

kebenaran data terkait objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu memperbaharui darabase
daftar kepemilikan hak atas tanah,

Langkah 5

Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip SSPD-BPHTB lembar 3, lalu menyerahkan draft Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2)
kepada PPAT.

Langkah 6

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 7

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan vyang telah
ditandatangani kepada Wajib Pajak.

Langkah 8
Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



SURAT SETORAN PAJAK DAERS

AN BANGUNAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANA it Loihia A
{ %PD i BPH‘FE ) I.me::m:: Kantor

l BERFUNGS| SEBAGAISURAT PEMBERITAHLIAN OBUEK PAJAK Bidang Pertanahan
| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PED)

SWODAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Weib Pajak | | % EERENEENN

Vit Pajak
w=n/Dasa : 5. RTRW ; 6. Kecamatan :
g=t=n/Kota - 8. Kode Pos :

ek Paiak (NOP) PBB : T T O O [ |]|_[il1D

=== glecigl a‘tiuhz'lguﬂﬂ'l i
a: 4, RTRW

. Kabupaten/iota :
{Dﬁhﬂhﬁi:ih;ﬂumm fwﬁﬁ%ﬁw Luas x NJOP FBB / m*
7 mi|9 m? | 11 | Rp, TR
8| m? | 10 m? | 12| Rp. amirages |
' NJjoPpeB: | 13|Re. [ogaii ogaii
an hak atas tafah dan ateubengunan: [ [ | 15. Harga transaksiNilai pasar. | Rp.

BPHTB ( Hanys disi berdasarkan penghitungan Wajb Pajak )

=n Objek Paiak (NPOP) memperhatikan nilai pada 8,13 dan B.14 1| B Rp i
anmmammmmﬂ 2| Rp ~
2n Objek PafakKer.a Pajak (NPOPKP) angha f-angka2 | 3 | B~ Rp.
et Hﬁ:&umﬁmhﬂﬂimmm' S%xangkad | 4| P Rn. )
& Fenghiungan Waib Pajak
1 mm.'amxummamm
SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN 4 ‘Nomor, _ Tanggal;
14 Wmﬂﬂmumﬁmm I:D!i berdasarkan Peraturan KDH NO; .vrvcinsvirsinnns S
S5G DISETOR {dengan angka); y (dengan hund); . /
gan C4 dan pilhan & D / /
] - MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Telah Diverifikasi
PPATTHOTARIS, TEMPAT PEMBAYARAN BPHTE DINAS PEHDAPATAN PENGELOLAAN

W 2= YETOR, _
. TANGAL; 1. KEUANGAN ASET DAERAH
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Ditetapkan di  Salakan
Pada tanggal 24 AGUSTUS 2012

BUPATI BANGSA] KERULAUAN




Lampiran V]

‘ROSEDUR_PELAPORAN BPHTE

GAMBARAN UMUM

Prosedur Pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang
| ditunjuk/Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari wajib
pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan PPAT atas setiap akta pemindahan

hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang Ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dar wajib
pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

PIHAK TERKAIT
1. Bank yang Ditunjuk
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari wajib pajak melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank yang Ditunjuk berwenang dan bertugas
| untuk :
| | - Menerima pembayaran BPHTB dari wajib pajak:
i ‘ - Menesbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara Penerimaan atas setiap
| pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah; dan
- Menyiapkan Register SSPD-BPHTB.

2. Bendahara Penerimaan

Merupakan Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan
berwenang dan bertugas untuk
- Menerima pzmbayaran BPHTB dari wajib pajak melalui mekanisme penyetoran tunai:
- Menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk atas setiap Pembayaran BPHTB dari wajib
pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;
- Menerima Register SSPD-BPHTB dari Bank yang Ditunjuk atas pembayaran BPHTB dari
wajib pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;
Menyiapkun Register SSPD-BPHTB atas pembayaran BPHTB dari wajib pajak yang melalui
mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan;
Mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Pencrimaan & Penyetoran ;
- Menyiapkan Register STS; dan
- Mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang Ditunjuk/wajib pajak.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan
Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.




4. Fungsi Pembukuan & Pelaporan
Merupakan pihak yang bertugas untuk menylapkan Laporan Realisasi BPHTB berdasarkan
dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan dan Pejabat

Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini Fungsi Pembukuan & Pelaporan berwenang dan
bertugas untuk :

- Menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;

- Menerima Register SSPD-BPHTB dari Bendahara Penerimaan;

- Menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan;

- Menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara Penerimaan:

Menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari
PPAT; dan

Menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

LANGKAH-LANGKAH TEHNI3

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelurnnya, Bank yang ditunjuk mtngarsip SSPD-BPHTB Lembar 5 dan
Lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari wajib pajak yang melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD-BPHTB Lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit

dan membuat Register SSPD-BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari wajib pajak.
Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD-BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas setiap
penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 4

Bendahara penerimasn menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. Bendahara Penerimaan

kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan
juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

Langkah 5

Secara periodic, Bank yang Ditunjuk menyampaikan Register SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan
SSPD-BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.



Lanskah 6

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan SSPD-
EPHTB lembar 6.

C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan
Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD-BPHTB lembar 5 dan

lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari wajib pajak secara tunai melalui Bendahara
Penerimaan.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan

BPHTE dalam Buku Penerimaan & Penyetoran, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD-BPHTB
Lembar 5.

Langkah 3
Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD-BPHTB yang dilampiri

dengan SSPD-BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS kepada Fungsi
Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan SSPD-
BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS.

C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT
Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD-BPHTB lembar 2 dari wajib pajak.

Langkah 2

PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas
setiap akta yang telah diterbitkan,

Langkah 3

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke
Fungsi Pembukuan & Pelaporan.



Langkah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

C.4. Pelaporan Realisasi BPHTB
Langkah 1
Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima dokumen

berupa Register SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register
STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan menyusun Laporan
Realisasi BPHTB.



PEWERBITAN AKTA OLEH PPAT

Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh : Octavianus, SH
Alamat PPAT yang bersangkutan

NPWP PPAT yang bersangkutan

Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh: Kabupaten Bangkep

Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh : Kabupaten Bangkep

Bulan bersangkutan

tahun bersangkutan

Nomor urut pengisian table
Momar berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan

tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh : tanggal pembuatan
akta 4 Oktober 2011, ditulis ; 4 - 10-2011.

Bentuk Perbuatan Hukum. Contoh : jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.

MNama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan. Contoh : John
beralamat di JI. Industri Raya No. 9 dengan NPWP 43.171.680.9-045.000 ditulis ; lohn

(baris 1), M. Industri Raya No.9 (baris selanjutnya), 49.171.680.9-045.000 (baris
selanjutnya).

Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5)

lenis dan Nomor Hak,

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan Kelurahan/desa
sesuai yang tercantum di sertifikat.

- Hak Mllim - : M

- Hak Guna Usaha : U

- Hak Pakai : B
Contoh : Hak Milik No. 373/Industri Raya terletak di Kelurahan Kemayoran Utara.
Ditulis :

- M.373 / Kemayoran Selatan (apabila dialihkan semua)
- M.373 / Kemayoran Selatan Sebagian (apabila dialihkan sebagian)
b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohir darin petuk pajak yang

bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang
*bersangkutan.

Contoh : Verosponding Indonesia Kohir Nomor 47/465 masa pajak tahun
1960-15964

Ditulis : V.INo.47/465 tahun 1960-1964

Contoh :  Petuk Pajak C.No. 395 Blok 11.D Persil 30

Ditulis : C.No. 3585 Blok 11.D ps.30



islom 14 dan 15 :

lolom 16 dan 17

fulum 18

Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut kelurahan/desa yang
bersangkutan.

Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani.

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m2 dengan bangunan lantai dasar seluas 50m?2 dan
lantai satu seluas 25m2.

Ditulis : Kolom 9 =200, Kolom 10=75
Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.
Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000,-

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hokum pemberian Hax
tanggugan atau pemberian kuasa membebankan hak tanggungan tetap dilaporkan.

Diisi berdasarkan Nomar tahun SPPT
Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 - 0124.0/11-01

Ditulis  : .002.040 - 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah sehubungan dengan
terbatasnya lebar kolom).

Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP pada tahun
perolehan/pengalihan.

Contoh 1 : pengalihan/perolehan seluruh tanah yang ada pada SPPT (NJOP sebagai dasar
pengenaan PBB ) adalah Rp. 250.000.000,-

Ditulis : 250.000.000

Contoh 2 : pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang
ada di atasnya tanah seluas 100 m2 dan bangunan 25 m2 adalah sebagian tanah atau
seluas 50 m2 dan keseluruhan bangunan seluas 25 m2.

Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000,000 (untuk 100 m2) dan bangunan
adalah Rp. 50.000.000 (untuk 25 m2), maka :

- NJOP tanah seluas 50 m2 ¢ Rp. 100.000.000,-
- NJOP bangunan seluas 25 m2 . Rp. 50.000.000,-
- Total NJOP :  Rp. 150.000.000,-

Ditulis : 150.000.000

Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran PPh
atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (data diperoleh dari
pihak yang mengalihkan).

Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran
BPHTE.

Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialinkan dengzn
keterangan.

a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan
Contoh : - seluruh tanah dan bangunan
- sebagian tanah dan seluruh bangunan



b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kepala
Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal
penyampaian.

Contoh :  -d.i301/4097/11 atau
- tanggal 10-7-2011

¢. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat.
Contoh . hibah wasiat dari ayah ke anak
Ditulis : ayah - anak




BIHdE vedndejay - f ueHus]

ewe N

ueled8uy eungduay

ueeWilidUad BlRyEpUaq
infniaAuanl / Inyeiaduain "

a1 4 sedisatiashisadkassRnE e Nn T Ry ErE \CMZN_:me _mwmcmm CW«NQ_JQQV_

8

L

9

S

v

¥ < L

ueluesalay

J019Auad

yejwng

uejeln

Sujuaay 2poy

jeddue

S1S'ON

sraEsEaTErEd R EEeEE zngmﬂL« z:_-md.u—.
13SSY NVQ NVONYNII VI0T1IDNId ‘NVLVAYANId SYNIO
ALHdA - OdSS HALSIDIY

T UBBWILIDUR{ TIRUBpUSY




AIHAg vriodessy - § ey

BlWE N

UBBWILIAUA BlELRpUAE

---...cN AEEEAAENANRERRTRE BRSSEE RS H:gm‘nnw.x _MH:mm :mﬂﬂnqdﬂm!

BWEN

uesedBuy eundduad
nimakuapy finyeladuap

ehuuie 2
Jesaqas yueg 'q
iesagas leun] e
uipial

1

UBBLILIBUA BIBYEPUSY IP SEY Opjes

ueyi01asip Sueh yejwny -

ueBLIIAUAd Yejwnf -

[emy opjes -
eleyepuag Ip sex

1t 01 6

L

9

S

4

E [4 1

uefuelaiay

yejung

515 ON

|ed8ue)

yejuwn

uejesn

Jujusxay

JOwiopn
ing "oN

apoy

ueleAequiad ese)

ueioiafuagd

ueBLLIBUAd




IAdg e Indefe - £ vedie)

gwen

ueewliauad eleyepuag uelegsuy eundduad

DN TP Y T sCm—._m.SQUV_ wmmm:mm CWHNQB.QNM HS_ZM.&.}-._@.E .- q:&.mﬂm—m_-_w—z 3
8 L g S N 14 ILn. Z %
uedues31ay 1013Auad yejung uejein guiuayey opoy |egdue] SIS 'ON "ON

: uBRWLIBUIY BlEYEPUSY

aememrt NYHYOONY NAHVL
135SV NYd NYONVN3N V1013DN3d ‘NV.LVdYaNId SYNIQ
S1S ¥3lsioay




BiHd8 eiodejag - f Uiy

1Vdd Bwey
g e s _
8z il gl &l bl £l 4 Il 1} B 8 L g 5 b £ z |
(dy)
; : Cdd) | NOHYL [XYH RYHIYINId VNIGININ | NVXIBIBKIN | WIDINH 1
d
wenv| (9 [WINLYCO) FORAL) g |y | g VOS] RN | e | [owva g ionvoran] mmag | TN | Bonon oy
ISAVSNVEL NVO HYNVL XYLIT OKON NVO SINIP ONVANVHIA | ANIN3E
B1HdA-0d8S ds 8 88d IddS LEELL (ZW) S¥m dMdN YD TYRYVIV VYN LLL
uenejnday ielifueg vajedngey : eluay yesaeq
1assy uep veliuenay ejjabuay ‘uejedepuay : dMdN
seu] ejeday : jewepy

‘ip), epeday : L¥dd Buey




._“ ey Bued sBurg-sluny Lep guep‘a'g 'y W

‘avd [sesyeay
uerode) unsniuaw uesodelay uep  uBnYNQuaY
ISBUMY “INGISIS] UMUNYOP-USLINYOP UEESEpIag

‘veunfueg neIe/Uep YEUE | SEIE §EH LEYEPELIZ
BNy uelquauag  uesodey wep gl saysilay
‘ueiiaduag g USRWEBUSG NG 'Y JEQUWIY GLH4E
“0d55 ‘BlHdE-OdSS smsiBay edniag  uawnyop
PLLIUSW  uesodeldd g uenxnquaad  (sBung

‘vescdegag g vEnynguIag s#uny

3y ueunfueg REIE UBD YU | SEIE JEH UBYEPUIWaY
Bl UBNGIIUAJ  UROdE] URMUBQWSL  |Ydd
‘veunBueg NEIE/UCP YEUR] SEIE JeH

UBYEPUIAY ElY UBlNqUaudy uriode] ueydeiiuduw
ugp ¥ Jequdy HiHJE-OdSS PwusuMEL vdd
‘ueindegag B uRRnGWa (sBuny epeday S5
Jasiiay epasaq ueiolaudg UBP BRI NxNE

UBEURISAUDL UR[PMHWUDY UBBWIIDUDY BIEYEpUDE

1S JasiBay vep uriolduag g uBRWLZ g
nyng Weep glHdE veewrauad  jEEuaw
uERwaUay  Eieyepuag  eyew  yalunpg  Bued

YUBG MEP Bpary E10N veswyduad sege ueyBuepag

uescde|ng

uep uemynquay sBung 3y g sequa| dlHdE
055 veBuap usdwepp Sued glHJe-0455 1asiiay
E%HLE tn—ﬁ-!.:nx UeEll auag -.-Emn:.—w.m.
g JEQuH GLHLE

0455 UERIESRPISE BLHAE 0455 S0sFy Jenguaw
uep uerolaiuag F UPBWILIDUSY Mg Weep
UBBLULBUS  JEIEMSW  URBWBUSY BrBYEpuURg
1BUN] BJE23% § L H48 vestiequad ueslupauad

SEM g Jequial Uep §  Jequd  A1HJE-0dSS
PLUNTUAW URRLLLSUSY BIBYEPUSE NI Ba0IUMLEs
" ueICdefay 'F UENYNqUIa]

;sBung 2 AIHJE-O455 sasfey uep 9 Jequea
HIHJE-0dSS uejuaquase  ynfunilg Sued  yueg
"BLHAE-0dSs JaisiBay wenguemu yfunig

Bued sueg ‘5 Jequa) GLHAS-0455 UveRiEsepiDg
UREURa Y BIRERUSE

3y Mpany ejoN uegyesdhuals ynfunig Bued yueg
“yefed qiiem jsep diHdE

uerwuavad sele 1pasy RI0N UeyHGIuRL Ynlungin
Bued yuen 'S sequia) GLHJE-Od45S uepesepaag

"EY

T

1T

o

uelodejad ® uenynGWad [sBung

Ui

81Hd ueiodejag inpasoid




Ditetapkan di  Salakan
Pada tanggal 24 AGUSTVS 2012

BUPATI BANGSAI K




;Lampiran Vi)

OSED P BP

|

g p— i

. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang dilakukan
Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karema BPHTB
terutang menurut SSPD-BPHTB; tidak/kurang dibavar, salah tulis, salah hitung, dan kena
bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB / Kurang Bayar
Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTI)
yang masih kurang dibayar atas SSPD-BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar
oleh wajib pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5
(lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam
menindaklanjuti wajib pajak yang belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan mengelola data base
Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar
SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.

PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan Surat
Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTE,
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima
Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :
- Memeriksa SSPD-BPHTB;
- Menerbitkan STPD-BPHTB;
- Menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB; dan
- Menerbitkan SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB.

LANGKAH-LANGKAH TEHNIS

C.1. Penetapan STPD BPHTB
Langkah 1

Berdasarkan Prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan mengarsip SSPD-
BPHTB yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD EPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah
tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.



Langkah 3

Atas 55PD-BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tlis, salah hitung, dan kena
bunga/denda, maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD-BPHTB yang tidak/kurang dibayar,

salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar
tersebut.

Langkah 4
Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang
dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTR dicetak rangkap 2.

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah
dikirimkan kepada wajib pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur
pembayaran BPHTB.

C.2. Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB / Kurang Bayar Tambahan
BPHTB )
Langkah 1

Berdasarkan Prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan akan mengarsip
SSPD-BPHTB yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.

Langkah 2
Fungsi Pengihan memeriksa setiap SSPD-BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak
dibayar oleh wajib pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam

SSPD-BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata Kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian
menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3

Fungs: Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka waktu 5 (lima)
tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum
dalam SKPD Kurang Bayar tersebut.

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih Kurang Dayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan
Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar,

Langkah 4

Berdasarkan Daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap
2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).




Langkah §

Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (Jembar 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan
(lembar 2). :

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembarl) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan
(lembar 1 ) kepada wajib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB Kurang Bayar
yang telah dikirimkan kepada wajib pajak.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar Tambaha atas setiap SKPDB Kurang
Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada wajib pajak.

Langkah 9

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar / SKPD Kurang Bayar Tambahan dan membayarkan
BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1

Berdasarkan Prosedur Penetapan STPD BPHTB / SKPD Kurang Bayar / SKPD Kurang Bayar
Tambahan, fungsi Penagihan menyimpan :

- Daftar STPD BPHTB,;
- Daftar SKPD Kurang Bayar;

- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan.

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau Surat Ketetapan BPHTB
yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan melakukan pendekatan
persuasif kepada wajib pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang, Pendekatan persuasif |
meliputi :

- Menghubung wajib pajak melalui telepon ;

- Mengirimkan surat Pemberitahuan dan Himbauan.

Langkah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara
mengangsur oleh wajib pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan
Persuasif kepada wajib pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.

Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara
mengangsur oleh wajib pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran

(rangkap 2).



Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada wajib pajak.

Langkah 7
Wajib pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikinmkan
kepuda wajib pajak.

Catatan : Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, sctiap pemerintah daerah juga dihimbau untuk
menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai prosedur penerbitan :

Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo ;

Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo ;

Surat Keputusan Pembetulan atas Permohonan Pembetulan Surat Ketetapan BPHTB oleh
wajib pajak ;

Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan Surat Ketetapan BPHTB oleh waijib
pajak.

Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding Surat Ketetapan BPHTB oleh wajib pajak.




PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
D[NAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGLNAN

Tahun :
Tanggal Penerhitan
| lumlah Pajak yang terutang yang masih harus dibayar — |Rp. s
b s )
.etak Dbjek Parak Nama & Alamat Hajib Pajak
Gbtmalen = 000 i e e e i e
lecamatan
Desa / Kelurahan
Alamat
NOP - NPWP :

Perincian Pajak yang Terutang

|. Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTE / SKPDB Kurang Bayar / SKPDB Kurang Bayar Tambahan *) |Rp.
L2 7] J——

0. Telah dibayar tanggal Rp.

3. Pengurangan Rp.

4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)

5. Pajak yang kurang dibayar (angka | - angka 4)

B. Denda Administrasi 2% x 24 bulan «Rp............... ... (angka )

7 Pajak yang terutang berdaarkan putusan BPSP dikurang angka |

8. Pajak yang masih harus dibayar (3 + 6+ 7)

Tanggal Jatuh Tempo : Tempat Pembayaran :

PERHATIAN Kabupa*en Banggai Kepulavan . 20....

| 1 Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Kepala Dinas Pendapatan
(STP BPHTA ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan
sejak tanggal diterima.

2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak
belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan
dengan penerbitan Surat Paksa, Pelaksanaan Sita, dan
Lelana.
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Surat Taguran

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DIRAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET

Kepada Yih,
Kama

NOP

Alamat

SURAT TEGURAN

Nomor e

Menurut tata usaha kami. hingga saat ini saudara mesih mempuryal tunggakan pajak sbb

NOP. NO & TANGEAL STED TANGGAL JUMLAH
BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/ JATUH TEMPD TUNGGAKAN
EHSPAIAK | TAHUN PAK | - e (RANG BAYAR PEMBAYARAN |  PAJAK (Rp)
TAMBAHAN (*)
(*) Coret yang tidak perly Jumlah
(denyan huryf :
Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor ...... Tahun..... Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada
Saudara agar melunasi jumiah tunggakan pajak dalam waktu 2! (dua puluh satu) hari
Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas. dimohon agar saudara segera
melaporkan kepada kami.
PERHATIAN oy ||

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 KEPALA DPPKA,
(DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL KAB. BANGKEP
SURAT TEGURAN INI

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN
PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN

SURAT PAKSA NP
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Ditetapkan di  Salakan _
Pada tanggal 24 AGUSTUS 2012

BUPATI BANGGAI KERYLAUAN




[ Lampiran VII ]
PR D E BP
A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalarnr
menetapkan persetu’uan / penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTR terutang dari wajib pajak
Fungs: Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumer.
pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati yang berisi tentang
kriteria dan Kkategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan F ungsi

Pengolahan Data & Informasi sebagai pihak yang memiliki dan mengelola data base objek pajak di
wilayah administratifnya.

PIHAK TERKAIT

. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang merngajukan permohonan Pengurangan atas BPHTB terutang menurut
Surat Ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumaya.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :
Menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan BPHTR :
- Menerbitkan tanda terima pengajuan pengurangan. BPHTB:
- Mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi;
- Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

- Menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informas;
Merupakan pihak vang berwenang dan bertugas untuk -
- Menyimpan dan mengelola data base terkait objek pajak, dan
- Menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan.

LANGKAH-LANGKAH TEHNIS
Langkah ]

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen
pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan,



Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi Pelayanan kemudian
memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut,
Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan
Form. Pengajuan Data.

Langkah 4
Fungsi Pelayanan mengirimkan Form. Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi.

Langkah 5

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form. Pengajuan Deta. Fungsi Pengolahan Data &
Informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dati data base objek pajak.

Langkah 6

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form. Pengajuan Data dengan data terkait objek
pajak.

Langkah 7
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form. Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada
Fungsi Pelayanan.

Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek
pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan
yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Bupati.

Langkah 9
Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan :

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,
- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Langkah 10

Fungs: Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.



Langkah 11
Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTRB (bagi yang ditolak)
atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak .

‘Wajib Pajak mencrima Surat Ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur
pembayaran BPHTB.




| Suret Keputuean Peoguresgon BPHTR)

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

s

p"

KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN |
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET
NOMOR 2 oo,

TENTANG

PEMEERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
YANG TERUTANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

: Surat Perrnohonan Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
AEAS NG - i
Ll | SRR TSI =11 | (e e
:a.  hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah
dan Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan .
Nomaor

Tanggal & v

b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya
Bea Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang ;

: 1. Peraturan Bupati Nomor ............ Tahun ............. Tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan ;
2. Peraturan Bupati Nomor ........... Tahun semenens 1€NANE Pemberian Pengurangan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG.

: Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian / menolak permohonan pengurangan
Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada WP ;
MNama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Letak Objek Pajak
Tahun BPHTB B B
Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan :
Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak/Putusan Hakim/Dokumen Lainnya **) :
- Nomor e Ty
- Tanggal LA,
NOP :
Letak Objek
Desa [ Kel
Kecamatan
Kabupaten

LT T PP

: Sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka
besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut ;
a. BPHTB Terutang Rp.
b. Besarnya PENBUTANEAN (...ocooromeeeseecsiorinssssssssnssenses) R G
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar

| sebesar e RO




KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a. Asli Keputusan inj disampaikan kepada Wajib Pajak

b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagal arsip Dinas Pendapatan ................
Ditetapkan: Gl —iu i i g
Pada tanggal ...

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASSET

Iegtssesaviensas

MIP: e
®) Coretyang tidak perlu”

**) Diisi sesuai keperluan
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Ditetapkan di  Salakan -
Pada tanggal 24 AGUSTUS 2012
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